
 
 

 

 

 

 

Kepada Yth. 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor Urut 1 

(Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM. dan Dr. H. Hengky Yasin, S. Sos., MM.)   

 di - 

       Tempat 

 
 
A. Dasar Hukum 

 
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota menjadi Undang-Undang.  

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 

tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang 

terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. 

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.  

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil WalikotaTahun 2024. 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye 

Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta 

Walikota Dan Wakil Walikota; 

8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses 

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. 

 

B. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota Tahun 2024 melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilihan, maka 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Takalar menyampaikan hal-hal 

sebagai berikut: 

 

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye 

Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta 

Walikota Dan Wakil Walikota; 

 

Pasal 25 

 Nomor :  0161/PM.00.02/K.SN-18/10/2024     9 Oktober 2024 
 Sifat : Penting   
 Lampiran : -  
 Hal : Imbauan Pencegahan Dugaan Pelanggaran Pada Tahapan Dana 

Kampanye 



 
 

(1) Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye 

kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU 

Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil 

walikota.  

(2) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  

a. LADK;  

b. LPSDK; dan  

c. LPPDK.  

 

Pasal 26 

(1) LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a yaitu pembukuan yang 

memuat informasi: 

a. RKDK;  

b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;  

c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan 

dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode 

pembukuan;  

d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum 

pembukaan RKDK;  

e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan  

f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.  

(2) Periode Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak 

pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK. 

(3) Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), pembukuan LADK dimulai sejak 

penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu 

penyampaian LADK. 

(4) LADK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan 

menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.  

(5) LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.  

 

Pasal 27  

(1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:  

a. Berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) 

Hari sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 

(tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi 

untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk 

pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.  

b. Berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga 

puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan pembaharuan 

dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon 

pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur 

dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota 

dan wakil walikota.  

(2) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:  

a. Putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan 

putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau 

walikota dan wakil walikota; atau  

b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal 

penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan 

dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LADK disampaikan paling lambat 3 

(tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk 

pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk 

pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota. 
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2. Peraturan mengenai pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota: 

 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota menjadi Undang-Undang: 

 
Pasal 187 

(5) Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang 

ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5), dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 

dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling 

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

 

(6) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari atau 

kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau 

tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) 

bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau 

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

 
 

(7) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam 

laporan dana Kampanye sebagaimana diwajibkan oleh UndangUndang ini, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) 

bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling 

banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).  

 

(8) Calon yang menerima sumbangan dana Kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU 

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 48 (empat 

puluh delapan) bulan dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang 

diterima.  
 

 
C. Bahwa dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran pada tahapan dana kampanye 

pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024 maka Bawaslu 

Kabupaten Takalar mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati danWakil Bupati 

Kabupaten Takalar Yahun 2024 Nomor Urut 1 (Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng 

Manye, MM. dan Dr. H. Hengky Yasin, S. Sos., MM.) untuk :  

a. Mematuhi tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif 

pembukuan dan pelaporan Dana Kampanye sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Diantaranya dengan memastikan pembukuan Dana 

Kampanye dan pelaporan Dana Kampanye yang meliputi : 

1) Laporan Awal Dana Kampanye (LAPDK); 

2) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);dan  

3) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 

Disusun secara lengkap dan dilaporkan sesuai periode waktu yang telah 

ditentukan; 

b. Melakukan pembukuan dan Pelaporan Dana kampanye sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, dengan memastikan : 

1) Informasi Identitas penyumbang tercantum dengan jelas dan jumlah nominal 

sumbangan tidak melibihi batasan; 

2) Dana Kampanye tidak berasal dari sumber yang dilarang berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
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3) Kelebihan sumbangan Dana Kampanye tidak digunakan, melaporkan kepada 

KPU Kabupaten Takalar sesuai tingkatan kelebihan sumbangan tersebut dan 

menyerahkannya ke Kas Negara;dan  

4) Kesesuaian penerimaan dan/atau pengeluaran Dana Kampanye dalam LADK, 

LPSDK, dan LPPDK dengan bukti penerimaan dan/atau pengeluaran Dana 

Kampanye.  

 
 
 

Demikian  imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Tembusan: 

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan 
2. Arsip. 
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